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Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pajak daerah merupakan primadona sumber pendapatan
yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Namun, sistem pajak yang dipakai sekarang ini
banyak mengandung kelemahan dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak
menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Hal itu telah disadari oleh
Pemerintah, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan perubahan pada sistem pajak nasional, dan
perubahan pada sistem pajak daerah.

Adatigahal yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui dampak perubahan tarif
yang dikenakan terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame, (2) untuk menjelaskan
dampak perubahan kebijakan pajak reklame terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) untuk menjelaskan
pel aksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta, khususnya di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah K ota Jakarta Barat.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian berupa analisis data sekunder terhadap realisasi pajak reklame
selama beberapa kurun waktu dan didukung dengan kajian pustaka (literature study) terhadap perubahan
kebijakan pajak reklame serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya,
sehingga tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, belum dapat dibuktikan secara faktual,
bahkan penerimaan dari sektor pajak reklame cenderung mengalami penurunan. Selain itu, masih dirasakan
adanya mekanisme pengadministrasian pajak reklame yang terlalu berbelit-belit, yaitu mulai dari saat SPPR
dimasukkan sampai kepada proses penyelesaian izin penyelenggaraan reklame, sehingga menjadi sumber
adanya kolusi antara petugas dan wajib pajak, yang akhirnya dapat menyebabkan ekonomi biayatinggi.

Lebih lanjut, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menciptakan mekanisme penyelesaian izin
penyelenggaraan reklame yang sederhana, ada koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Dinas Tata
Kota) yang sehingga waktu penyelesaian izin reklame tidak terlalu lama. Selain itu, peningkatan
profesionalisme dan pembinaan mental aparat perpajakan merupakan faktor panting yang perlu diperhatikan
sehingga pelaksanaan perpajakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
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